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Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat
secara teoritis adalah karena faktor genealogis (keturunan)
dan faktor territoria (wilayah). Peraturan daerah tentang
Keyw.ords: masyarakat hukum adat dapat menjadi upaya hukum untuk
Efektivitas, Perda, memberikan dasar hukum dan menegaskan identitas dan
Masyarakat Adat, Lembaga eksistensi masyarakat hukum adat. Peraturan daerah (perda)
Adat ini juga dapat mewujudkan kearifan lokal dengan membina
dan memberdayakan kelembagaan masyarakat adat secara
terbuka. Dalam tataran yuridis telah banyak produk hukum
yang diundangkan oleh pemerintah dalam hal memberikan
dasar kepastian hukum untuk memberikan ruang kepada
masyarakat hukum adat dalam konteks untuk menjaga
eksistensi mereka. Namun hal itu, belum memberikan jaminan
dalam tataran praktek bagi terjaganya eksistensi masyarakat
hukum adat, konflik-konflik yang berimbas pada terampasnya
hak masyarakat hukum adat masih marak terjadi.Tujuan
penelitian adalah untuk menganalisa efektivitas Peraturan
Daerah (Perda) terkait masyarakat adat dalam mendukung
eksistensi lembaga adat Wotu di Kabupaten Luwu Timur serta
untuk mengetahui faktor kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) terkait masyarakat
adat Wotu di Kabupaten Luwu Timur.

PENDAHULUAN

Sejarah telah mencatat bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat di tanah air jauh
sebelum Bangsa Indonesia diproklamirkan dan merdeka. Pada masa itu kejayaan masyarakat
hukum adat dapat ditelusuri melalui penguasaan wilayah yang mereka diami, keberadaan
hukum adat yang mengatur dan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat hukum adat,
keberadaan lembaga adat yang tidak hanya sekedar sebagai lembaga yang diisi oleh para
pemuka adat tetapi juga sebagai pengawal pemberlakuan hukum adat yang ada yang
kesemuanya hingga kini masih terlihat di beberapa wilayah di Indonesia. Masyarakat hukum
adat merupakan masyarakat dengan bentuk komunal Masyarakat komunal merupakan
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masyrakat dimana segala bidang kehidupan diliput oleh kebersamaan (Pohwain, N. L.,
Pietersz, ].]., & Rugebregt, R. V. 2021).

Mengenai masyarakat hukum adat, secara teoritis pembentukannya disebabkan
karena adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat
tersebut. Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat secara teoritis adalah
karena faktor genealogis (keturunan) dan faktor territoria. (Manggara, M. F. 2016).
Literatur dan peraturan perundang-undangan terdapat dua penyebutan istilah masyarakat
adat, yaitu ada yang menyebutnya masyarakat adat dan ada juga yang menyebutnya
masyarakat hukum adat. Walaupun demikian, perbedaan peristilahan tersebut tidak
menafikkan atau menegaskan hak-hak adat yang dimiliki oleh masyarakat yang
bersangkutan (Sugiswati, B. 2012).

[stilah masyarakat adat digunakan untuk merujuk masyarakat asli yang ada di

Indonesia, namun ada pula istilah lain yang digunakan seperti masyarakat hukum adat atau
penduduk pribumi, dimana istilah ini mengandung makna yang sama.
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tahun 1999 dalam kongresnya yang
pertama menetapkan pengertian masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup
berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah yang memiliki
adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang
diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan
masyarakatnya.

[stilah masyarakat adat mulai mendunia setelah pada tahun 1950-an International
Labour Organization (ILO) mempopulerkan isu indigenous peoplesatau masyarakat adat.
Setelah dihembuskan oleh ILO sebagai isu global kemudian Word Bank juga mengadopsi isu
tersebut untuk proyek pendanaan pembangunan disejumlah negara, malalui kebijakan OMP
(1982) dan OD (1991), terutama di tiga negara yaitu Ameri ka Latin, Afrika, dan Asia Pasifik.
Mencuatnya isu masyarakat adat berawal dari berbagai gerakan protes masyarakat asli
(native peoples) di Amerika Utara yang meminta keadilan pembangunan, setelah kehadiran
sejumlah perusahaan transnational di bidang pertambangan beroperasi di wilayah kelola
mereka dan pengembangan sejumlah wilayah konservasi oleh pemerintah AS dan Kanada
(Siradjudin dan Azmi, 2010).

Khusus di Indonesia, keberadaan masyarakat hukum adat sudah mendapatkan

jaminan melalui konstitusi, jaminan ini sebagaimana yang diaturdalam pasal 18B ayat 2
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa “Negara mengakui
dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”.
Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Peraturan daerah (perda) pada prinsipnya
berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. Namun demikian tidak berarti daerah
dapat membentuk Peraturan daerah (perda) dengan semaunya. Sebab menurut peraturan
perundang-undangan materi muatan perda provinsi dan Peraturan daerah (perda)
kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan
tugas pembantuan kemudian menampung kondisi khusus daerah atau penjabaran lebih
lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Lembaga adat memiliki peran strategis dalam menjaga, melestarikan, dan
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meneruskan budaya serta nilai-nilai kearifan lokal dari generasi ke generasi. Masyarakat
adat Wotu di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, adalah salah satu komunitas adat
yang memiliki identitas dan tradisi yang kuat, yang diwariskan dari leluhur mereka.
Eksistensi lembaga adat Wotu menjadi penting karena lembaga ini tidak hanya menjalankan
fungsi-fungsi sosial dan budaya, tetapi juga berperan sebagai penjaga hukum adat yang
mengatur kehidupan masyarakat adat dalam berbagai aspek.
Peraturan Daerah (Perda) ini diharapkan mampu melindungi hak-hak masyarakat adat Wotu
dan memberikan mereka ruang untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah tanpa
kehilangan identitas budaya mereka. Namun, efektivitas Peraturan Daerah (Perda) ini masih
memerlukan kajian lebih mendalam. Hal ini penting untuk memahami sejauh mana
Peraturan Daerah (Perda) ini benar-benar dapat mendukung eksistensi lembaga adat Wotu
dan apakah implementasinya mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh
masyarakat adat tersebut.

Berdasarkan latar belakang pada pembahasan diatas maka penulis akan melakukan
pengkajian lebih mendalam terkait efektivitas Peraturan Daerah (Perda) masyarakat adat
terhadap eksistensi lembaga adat Wotu di Kabupaten Luwu Timur.

LANDASAN TEORI
A. Defenisi Efektivitas

Efektivitas umumnya didefinisikan sebagai tingkat pencapaian tujuan yang
diinginkan dalam suatu konteks tertentu. Dalam konteks organisasi, efektivitas
menggambarkan sejauh mana suatu organisasi berhasil mencapai tujuan dan sasaran
strategisnya. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau
sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan
efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target
(kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang
dicapai, makin tinggi efektivitasnya (Punto, 2014).

Menurut Komaruddin dalam Ensiklopedia dijelaskan bahwa efektifitas merupakan
hal yang menunjukkan taraf tercapainya tujuan dan suatu usaha yang dikatakan efektif kalau
usaha itu mencapai tujuan. Seiring dengan itu, pendapat lain juga mengatakan bahwa
efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah
ditentukan sebelumnya (Echols dan Shadily, 2003).

Efektifitas menurut Peter F. Drucker adalah mengerjakan pekerjaan yang benar.
Efektifitas merupakan ukuran prestasi manajemen dalam kegiatan-kegiatan yang
diperlihatkan agar sasaran- sasaran organisasi tercapai. Artinya, sejauh mana para manajer
mencapai sasaran- sasaran organisasi, merupakan ukuran dalam menilai bagaimana manajer
tersebut telah menjalankan kegiatannya secara efektif (Ambarriani, 2001).

B. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah (Perda)
1. Defenisi Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah adalah peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Daerah dengan
persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat
mempunyai kekuatan hukum dan mengikat. Peraturan Daerah merupakan bagian integral
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dari konsep Peraturan Perundang-undangan (Kurnia dkk). Dalam ketentuan Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah dibentuk
dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas
pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang- Undangan
yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundangundangan
merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan Daerah yang baik
dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenubhi
teknis pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menurut Bagir Manan, kemandirian dalam berotonomi tidak berarti Daerah dapat
membuat Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem
Perundang-undangan secara nasional. Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah
merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem Perundang-undangan secara
nasional. Karena itu tidak boleh ada Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau
kepentingan umum (Manan).

Pengertian peraturan daerah dapat disebut juga sebagai instrumen aturan yang
diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
di masing-masing daerah otonom. Menurut Prof. Dr. Jimmly Asshiddiqie, SH., pengertian
peraturan daerah adalah sebagai salah satu bentuk aturan pelaksana undang-undang sebagai
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan peraturan daerah
bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu undangundang. Meski demikian,
peraturan daerah juga dapat dibentuk untuk mengatur hal-hal yang kewenangan untuk
mengatur hal-hal tersebut tidak diatur secara eksplisit oleh suatu undang-undang. Hal
tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan UUD 1945 sebagaimana
dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) dan (4).

2. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia mengacu pada berbagai
peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pemerintah daerah,
termasuk kewenangan untuk membuat Perda. Berikut

adalah landasan hukum yang mendasari pembentukan Perda antara lain :

a. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan
d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Perundang-Undangan
e. Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Tertib DPRD
3. Proses Pembentukan Peraturan Daerah
Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Perturan Daerah yang
pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan,
pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
Dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan Rencangan Peraturan
Daerah menjadi Peraturan Daerah, harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-
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undangan. Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas Produk Hukum
Daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Peraturan Daerah agar lebih
terarah dan terkoordinasi. Hal
ini disebutkan dalam pembentukan Peraturan Daerah perlu adanya persiapan yang
matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi mutan yang akan
diatur dalam Peraturan Daerah, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan meteri
muatan tersebut kedalam Peraturan Daerah secara singkat tetapi jelas dengan bahasa
yang baik dan mudah difahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara
yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya. Prosedur
penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum Daerah sejak dari
perencanaan sampai dengan penetapannya. Proses pembentukan Peraturan Daerah
terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:

a. Proses penyiapan rancangan Peraturan Daerahyang merupakan proses penyusunan
dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda (dalam hal ini
Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif (initiatives
draft), naskah akademik (academic draft) dan naskah rancangan Perda (legal draft).

b. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD.

c. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

C. Masyarakat Adat

Masyarakat adat merujuk kepada kelompok-kelompok manusia yang memiliki
kebudayaan, tradisi, dan cara hidup yang unik, yang telah berkembang dalam jangka
waktu yang lama dan berakar pada wilayah tertentu. Mereka umumnya memiliki
hubungan erat dengan alam dan tanah tempat mereka hidup, serta menjaga sistem
kepercayaan, bahasa, dan struktur sosial yang diwariskan secara turun-temurun.
Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau the
indigenous people, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan
istilah “masyarakat adat”.31 Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang
patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam
hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan
yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat
sanksi dari penguasa adat.

[stilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam
berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Istilah masyarakat hukum adat
dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk
keperluan teoritik-akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim
diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non-hukum yang mengacu pada
sejumlah kesepakatan internasional.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan
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penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi
dalam kenyataannya dalam Masyarakat (Arikunto, 2012). Penelitian yuridis empiris adalah
penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif
secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat
(Muhammad, 2004). Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap
keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk
mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang
dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya
menuju pada penyelesaian masalah (Waluyo, 2002. Adapun penelitian ini peneliti memilih
lokasi yang akan menjadi tempat melakukan penelitian yaitu Kecamatan Wotu Kabupaten
Luwu Timur. Untuk pengumpulan data peneliti mengunakan data primer dan data sekunder
serta mengunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, data yang diperoleh
dilapangan merupakan data mentah yang harus diolah dan dianalisis sedemikian rupa
sehigga tersusun secara teratur dan mempunyai arti lebih terarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Eksistensi Lembaga Adat Wotu Di Kabupaten Luwu Timur

Demokrasi dan desentralisasi pembangunan berimplikasi pada kehendak
mewujudkan kebijakan persebaran pusat-pusat kewenangan. Karena itu menjadi penting
untuk membuka ruang public seluas-luasnya bagi peningkatan akses masyarakat
berpartisipasi dalam seluruh rangkaian prosesi pembangunan di daerah. Salah satu
komponen masyarakat yang dipandang memiliki otoritas nyata ditengan masyarakat adalah
eksistensi adat. Menguatkan hak-hak adat mutlak diperlukan sehingga kemitraan antara
pemerintah dan adat terkerangka dalam hubungan yang harmonis.

Penerapan peraturan daerah yang mendukung keberadaan lembaga adat, seperti
lembaga adat Wotu, memiliki peran penting dalam memperkuat hak-hak masyarakat adat
dan memastikan keberlangsungan tradisi serta budaya lokal. Lembaga adat Wotu sendiri
berfungsi sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran dalam menjaga nilai-nilai adat dan
tradisi masyarakat adat Wotu di Sulawesi Selatan.

Penguatan Lembaga Adat melalui peraturan daerah merujuk pada upaya yang
dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperkuat peran dan eksistensi lembaga adat
dalam sistem hukum dan tata pemerintahan di Indonesia. Lembaga adat adalah lembaga
yang berfungsi untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat serta tradisi yang hidup dalam
masyarakat tertentu. Penguatan lembaga adat melalui peraturan daerah bertujuan untuk
mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal dan menjaga keberagaman budaya dalam
kerangka negara kesatuan. Peraturan daerah dapat memberikan pengakuan dan
perlindungan hukum terhadap keberadaan lembaga adat.

Dalam konteks ini, peraturan daerah berfungsi untuk memastikan bahwa lembaga
adat memiliki dasar hukum yang jelas dalam menjalankan peranannya. Peraturan daerah
bisa mengatur struktur, kewenangan, dan tugas lembaga adat, sehingga mereka memiliki
kekuatan hukum yang sah. Melalui peraturan daerah, kearifan lokal yang dimiliki oleh
masyarakat adat dapat diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah daerah. Dengan
demikian, peraturan daerah dapat memastikan bahwa tradisi dan nilai-nilai budaya yang
sudah ada tetap dihormati, tanpa bertentangan dengan kebijakan pembangunan yang lebih
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luas. Hal ini juga menjadi langkah penting untuk menjaga keberagaman budaya Indonesia.

Pendapat Pua Oragi Datu (Sumardi) tentang Perda Masyarakat Adat saat ini. Yaitu
belum ada realisasi dari peraturan daerah masyarakat adat yang sudah dibuat sampai
kelembagaan adat yang ada di kabupaten Luwu Timur khususnya kelembagaan adat
kemajuan bahwa lipu di kecamatan Wotu. Saya berharap bupati yang baru itu mengusahakan
dan melaksanakan semua aktivitas supaya dia tahu bahwa ternyata ini sebuah lembaga ada
lembaga Adat sebagai Pusat Peradaban Tana Luwu itu perlu dilestarikan.

Salah satu tujuan utama peraturan daerah terkait masyarakat adat adalah
memberikan pengakuan hukum terhadap lembaga adat. Perda yang mengakui keberadaan
lembaga adat sebagai entitas yang sah dimata hukum dan memberikan ruang bagi lembaga
adat untuk menjalankan fungsinya sangat penting. Misalnya, peraturan daerah yang
mengatur hak lembaga adat untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam atau dalam
penyelesaian sengketa di tingkat lokal dapat memperkuat posisi lembaga adat dalam
struktur pemerintahan dan masyarakat.

Banyak lembaga adat yang memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan sumber
daya alam, seperti hutan adat atau tanah ulayat. Peraturan daerah yang mengakui dan
memberikan kewenangan kepada lembaga adat dalam pengelolaan ini akan memperkuat
eksistensi mereka. Misalnya, dalam konteks pengelolaan hutan adat, lembaga adat dapat
diakui sebagai pihak yang berhak dalam perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan hutan
secara berkelanjutan. Hal ini juga dapat meningkatkan kemampuan lembaga adat untuk
melestarikan lingkungan dan budaya mereka. Peraturan daerah yang jelas mengatur hak dan
kewajiban lembaga adat akan memperkuat fungsinya. Misalnya, dalam beberapa daerah,
lembaga adat diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa sosial atau ekonomi melalui
mekanisme adat yang sesuai. Peraturan daerah yang mendukung hal ini memberikan
legitimasi bagi lembaga adat dalam menjalankan peran tersebut tanpa adanya intervensi dari
sistem hukum formal yang bisa jadi tidak mengenal atau menghormati nilai-nilai adat.

Efektivitas Peraturan daerah terkait masyarakat adat dalam mendukung eksistensi
lembaga adat sangat tergantung pada sejauh mana peraturan tersebut dapat mengakui,
melindungi, dan memberdayakan lembaga adat dalam berbagai aspek kehidupan. Peraturan
daerah yang memberikan pengakuan hukum, kewenangan dalam pengelolaan sumber daya
alam, dan dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi serta budaya sangat penting untuk
memastikan lembaga adat tetap relevan dan dapat berfungsi secara optimal. Kolaborasi
antara pemerintah, lembaga adat dan masyarakat juga sangat diperlukan untuk menciptakan
lingkungan yang mendukung keberlangsungan lembaga adat di masa depan.

“Bapak Amir sebagai masyarakat Kecamatan Wotu berdasarkan hasil wawancara yang
dilakukan oleh peneliti memberikan komentarnya terkait dengan adanya Perda masyarakat
adat terhadap lembaga adat Wotu bahwa keinginan masyarakat adat dan harapan
masyarakat untuk kegiatan-kegiatan masyarakat adat yang ada di wotu dan itu harus kita
buktikan supaya apa yang dikeluarkan itu apa yang diprogram-program bukan yang di dalam
peraturan daerah itu terlaksana dengan baik dibuktikan oleh masyarakat Wotu. Beliau juga
memberikan komentarnya tentang Perda masyarakat adat saat ini terhadap eksistensi
lembaga adat Wotu kabupaten Luwu Timur, alat itu karena kenapa bisa membantu program-
program Anda yang ada di masyarakat jadi semua itu lembaga-lembaga masyarakat adat
yang ada di Luwu Timur itu sangat bagus sekali tentu ada anggaran yang diberikan tersebut
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kepada lembaga-lembaga masyarakat adat itu untuk melestarikan di masyarakat sudah
diterapkan oleh pemerintah daerah Luwu Timur. Saya pikir justru adanya peraturan daerah
ini sudah diperlukan kami masyarakat adat Luwu Timur yang ada khususnya di Kemacowaan
Bawalipu itu bisa lebih berkembang itu yang pertama yang kedua karena kami ini punya batas
usia jadi butuh generasi pelestarian budaya di Wotu. Iya jadi itulah sebuah harapan kami itu
bahwa setelah adanya nanti Peraturan Bupati semua sistem dan tradisi adat di tanah Luwu
Timur ini bisa berkembang dengan bagus dan menjadi sebagai tempat peneliti budaya”.

Sumardi merupakan salah seorang pemangku adat (Pua Oragi Datu) memberikan
komentarnya tentang Peraturan Daerah Masyarakat Adat saat ini mengatakan bahwa : “
Belum ada realisasi dari peraturan daerah masyarakat adat yang sudah dibuat sampai
kelembagaan adat yang ada di kabupaten Luwu Timur khususnya kelembagaan adat
kemajuan Bawalipu di Kecamatan Wotu. Saya berharap bupati yang baru itu mengusahakan
dan melaksanakan semua aktivitas supaya dia tahu bahwa ternyata ini sebuah lembaga ada
lembaga Adat sebagai Pusat Peradaban Tana Luwu itu perlu dilestarikan “.

“Menurut Pua Oragi Datu tentang Perda saat ini belum sepenuhnya mendukung
eksistensilembaga adat Wotu. Memang ketika ada acara seremonial di Kabupaten Luwu Timur
Macowa Bawalipu diundang untuk menghadiri acara seremonial tersebut tetapi kita ketahui
bersama lembaga adat wotu juga itu punya kebutuhan tersendiri yang memang harusnya
pemerintah mensuport dengan cara membangun pelestarian-pelestarian adat salah satu
contoh kami punya kuburan atau jarak kuburan tua yang berusia ratusan sampai ribuan tahun
itu perlu dilakukan pemugaran kemudian juga sanggar seni kegiatan adat, wilayah adat dan
sebagainya untuk mendukung kelestarian lembaga adat Wotu. Semoga denganadanya
peraturan daerah masyarakat adat yang dibuatkan dalam bentuk turunan peraturan Bupati
diharapkan Bupati terpilih itu bisa memfokuskan untuk eksistensi lembaga adat Wotu “.

Sehingga Penerapan peraturan daerah yang mendukung lembaga adat Wotu
berfungsi untuk memperkuat posisi lembaga tersebut dalam kehidupan masyarakat serta
menjaga kearifan lokal dan budaya. Hal ini membutuhkan kebijakan yang sensitif terhadap
hak-hak masyarakat adat, serta kerja sama yang erat antara pemerintah dan lembaga adat
untuk memastikan keberlanjutan serta pemberdayaan masyarakat adat.

. Faktor Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perda Terkait Masyarakat Adat
Wotu Di Kabupaten Luwu Timur

Penerapan peraturan daerah yang berkaitan dengan masyarakat adat,seperti yang
mendukung keberadaan lembaga adat Wotu, seringkali menghadapi berbagai kendala yang
dapat menghambat efektivitasnya. Banyak pihak, baik dari pemerintah daerah maupun
masyarakat adat itu sendiri, yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pengakuan
terhadap lembaga adat. Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan daerah yang mendukung
keberadaan lembaga adat dapat menyebabkan rendahnya kesadaran tentang hak dan
kewajiban yang terkait dengan adat dan hukum daerah. Hal ini dapat menghambat
implementasi kebijakan yang ada. Kendala utama adalah adanya benturan antara hukum
adat dan hukum negara yang berlaku. Dalam beberapa kasus, aturan yang ada di dalam
peraturan daerah mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai adat yang dipegang
oleh masyarakat adat Wotu. Misalnya, dalam hal pengelolaan sumber daya alam, hukum
negara mungkin mengatur secara berbeda dengan cara tradisional masyarakat adat dalam
memanfaatkan dan mengelola tanah atau sumber daya alam yang ada di wilayah adat
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mereka. Ketidaksesuaian ini bisa menimbulkan ketegangan dan Kkesulitan dalam
penerapannya.

Pelaksanaan peraturan daerah yang berkaitan dengan masyarakat adat sering kali
menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat struktural, sosial, budaya, maupun politik.
Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat
adat, aparat pemerintah, dan masyarakat umum terkait dengan substansi dan tujuan
peraturan daerah tersebut. Tanpa sosialisasi yang efektif, masyarakat adat mungkin tidak
mengetahui hak-hak mereka yang dilindungi oleh peraturan daerah sehingga tidak dapat
memanfaatkannya secara maksimal. Dalam pelaksanaannya sering kali terdapat konflik
kepentingan antara masyarakat adat dan pihak-pihak lain seperti pengusaha, pemerintah
daerah atau bahkan masyarakat non-adat. Konflik ini bisa terkait dengan pemanfaatan
sumber daya alam, pengelolaan wilayah adat, atau hak atas tanah. Terkadang, kepentingan
ekonomi lebih diutamakan dibandingkan hak-hak masyarakat adat.

Pemerintah daerah seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan
anggaran dalam mengimplementasikan peraturan daerah yang berkaitan dengan
masyarakat adat. Kekurangan staf yang terlatih atau kurangnya anggaran dapat menghambat
efektivitas pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

"Bapak Suardi salah seorang warga Kecamatan Wotu memberikan pendapatnya, beliau
mengatakan bahwa “ Peraturan daerah Masyarakat Adat terhadap Eksistensi lembaga adat
Wotu di Kabupaten Luwu Timur yang pertama adalah efektivitas peraturan daerah terkait
masyarakat adat Wotu dalam mendukung eksistensi lembaga adat menurut saya kurang
efektif karena belum adanya perintah yang dibuat secara teknis antara pemerintah Kabupaten
Luwu Timur dengan lembaga adat Wotu. Juga tentang apakah efektivitas peraturan daerah
masyarakat adat itu, belum mendukung eksistensi lembaga adat Wotu menurutnya karena
belum adanya dukungan peraturan daerah secara tertulis dalam bentuk Peraturan Bupati
mengenai eksistensi lembaga Adat di masyarakat terutama dalam pengelolaan tanah Adat”.

"Anreguru Pauawa (Bidang Agama) Rustam Laluka/Pemangku Adat menjelaskan
tentang faktor kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan daerah terkait
masyarakat adat yaitu kurangnya komunikasi Pemangku Adat atau mungkin juga dari pihak
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tentang pembuatan Peraturan Bupati mengenai hukum
adat yang berlaku di wilayah kekuasaan Masyarakat Adat. Menurut saya walaupun ada
peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 tahun 2022
tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat secara umum tetapi terkhusus
lembaga adat Wotu belum terlaksana sesuai aturan kenapa karena kurangnya sosialisasi
pemangku adat dengan masyarakat adat mengenai aturan tersebut mungkin belum
disampaikan karena pemangku adat itu harus memiliki peta khusus antara Kemacowaan
Bawalipu dengan pemerintah Kabupaten Luwu Timur sehingga hal tersebut tidak terlaksana
sesuai dengan aturan jadi kalau mau peraturan daerah tersebut jadi harus ada kesepakatan
secara bersama antara pemangku adat dengan pemerintah daerah”.

Banyak masyarakat adat yang belum memiliki pengakuan hukum yang jelas.
Peraturan daerah yang ada sering kali tumpang tindih dengan peraturan nasional atau
regulasi sektor lain, seperti pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Ketidakpastian ini
membuat pelaksanaan peraturan daerah yang melibatkan hak-hak masyarakat adat menjadi
terhambat. Ketidakjelasan status ini sering mengarah pada sengketa lahan dan konflik
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dengan pihak lain, seperti perusahaan atau pemerintah.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini membutuhkan komitmen dari berbagai pihak,
termasuk pemerintah, masyarakat adat, dan masyarakat umum, untuk menciptakan
pemahaman bersama mengenai pentingnya pengakuan dan perlindungan hak-hak
masyarakat adat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dialog dan
keterlibatan yang lebih intens antara pemerintah daerah dan masyarakat adat sangat
diperlukan agar peraturan daerah yang dihasilkan dapat diterima dan dijalankan dengan
baik. Pendekatan yang holistik dan inklusif dalam penyusunan serta pelaksanaan peraturan
daerah terkait masyarakat adat. Perlu ada kerjasama antara pemerintah, masyarakat adat,
dan berbagai pihak lainnya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung hak-hak
masyarakat adat dan mengurangi konflik yang muncul dari perbedaan kepentingan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penilitian dan pembahasan diatas maka penulis dapat
memberikan kesimpulan bahwa konstitusi telah menegaskan bahwa negara mengakui dan
menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Berbagai peraturan perundang-
undangan kemudian dibuat dan diundangkan oleh pemerintah sebagai tindak lanjut dari
amanah konstitusi tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara yuridis negara telah
berupaya untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Pemerintah sebagai penyelenggara
negara tentu memiliki tanggung jawab dan peran besar atas upaya untuk menjaga eksistensi
masyarakat hukum adat. Oleh karena itu pada tahun 2014 Kementerian Dalam Negeri
mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat hukum Adat. Permendagri ini secara teknis
menjadi dasar bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat
secara bersama-sama menjaga eksistensi dari masyarakat hukum adat itu sendiri melalui
pengakuan dan perlindungan terhadapnya.
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